
BADAN KEPEGAWNAN NEGARA

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

NOMOR 3/SErulall2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEIAKSANAAN MUTASI

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2Q19 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Mutasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini yaitu:

a. menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan

b. menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan

penetapan keputusan mutasi.

3. lsi Surat Edaran

a. Prosedur Mutasi PNS

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan mutasi PNS, dapat kami sampaikan

hal-hal sebagai berikut:
1) Mutasi PNS dalam 1 (satu) Provinsi

a) Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada

PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK

kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.



(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan
usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur
untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN,

Gubernur menetapkan keputusan mutasi.

b) Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/kota dalam satu provinsi

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1 ) PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi

kepada PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi

memberikan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan

usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur

untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN,

Gubernur menetapkan keputusan mutasi.

c) Mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam satu provinsi ke provinsi

yang bersangkutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada

PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka

PPK kabupaten/kota memberikan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul

mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan
pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN,

Gubernur menetapkan keputusan mutasi.

2) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi

a) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
(1 ) PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi

kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta
persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka

PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.
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(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan
usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam
negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/kota yang

bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN
untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan
keputusan mutasi.

Mutasi PNS dari kabupaten/kota pada satu provinsi ke provinsi lain

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada
PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka
PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul
mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri

dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan
pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan
keputusan mutasi.

Mutasi PNS dari provinsi ke kabupaten/kota pada provinsi lain

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada
PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi

instansi asal memberikan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan
usul mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam
negeri melalui Gubernur yang membawahi kabupaten/kota yang

bersangkutan dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk

mendapatkan pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan
keputusan mutasi.

c)



4

d) Mutasi PNS antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi instansi penerlma membuat usul mutasi kepada
PPK provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK provinsi
instansi asal memberikan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK provinsi instansi penerima menyampaikan usul
mutasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
dan mengirimkan tembusan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan
pertimbangan teknis.

(4) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menterl yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan
keputusan mutasi.

3) Mutasi PNS dari Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya
dan Mutasi antar Instansi Pusat

a) Mutasi PNS dari provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima membuat usul mutasi
kepada PPK provinsi/kabupaten/kota instansi asal untuk meminta
persetujua n.

(2) Apabila PPK provinsi/kabupaten/kota instansi asal menyetujui,
maka PPK provinsi/kabupaten/kota instansi asal memberikan
persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima
menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN untuk menetapkan
keputusan mutasi.

b) Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke provinsi/kabupaten/kota dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PPK provinsi/kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi
kepada PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja
untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK Instansi Pusat menyetujui, maka PPK Instansi Pusat
memberikan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK provinsi/kabupaten/kota instansi penerima

menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN

untuk menetapkan keputusan mutasi.



c) Mutasi PNS antar Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

(1) PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima membuat usul mutasi

kepada PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja
untuk meminta persetujuan.

(2) Apabila PPK Instansi Pusat dimana PNS yang bersangkutan bekerja
menyetujui, maka PPK Instansi Pusat dimana PNS yang

bersangkutan bekerja memberikan persetujuan mutasi.

(3) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada

angka (2), PPK Instansi Pusat sebagai instansi penerima

menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN untuk menetapkan
keputusan mutasi.

b. Pejabat yang Benruenang

Pejabat yang Berwenang menetapkan keputusan mutasi dan memberikan
pertimbangan teknis mutasi PNS adalah sebagai berikut:

1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

menetapkan keputusan mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dan

antar provinsi.

2) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan:

a) Keputusan mutasi PNS antar Instansi Pusat;

b) Keputusan mutasi PNS dari provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat;

dan

c) Pertimbangan teknis antar kabupaten/kota antar provinsi dan

antar provinsi.

3) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan.

a) Keputusan mutasi PNS dari Instansi Pusat ke provinsi/kabupaten/kota;

dan

b) Pertimbangan teknis mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam
satu provinsi.

4) Gubernur menetapkan keputusan mutasi PNS antar kabupaten/kota
dalam satu provinsi.



c. Pertimbangan Teknis dan Keputusan Mutasi

Pertimbangan teknis dan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN paling lama 15 (lima belas) hari kerja

sejak diterimanya usul mutasi.

d. Ketentuan Lain-Lain

1) Penyampaian usul mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

2) PNS yang mengikuti dan lulus seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada instansi pemerintah lain

setelah dilakukan pengangkatan dalam jabatan dan pelantikan oleh

instansi penerima, untuk selanjutnya keputusan mutasi ditetapkan

sesuai kewenangan penetapan mutasi.

3) Ketentuan mutasi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan

Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Mutasi secara efektif dilaksanakan mulai tanggal

1 Agustus 2019.

4. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima

kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2019

KEPALA

AWAIAN NEGARA,

IBISANA

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Gubernur di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga;

4. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung;

5. Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;

6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Sekretaris Lembaga Nonstruktural; dan
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